BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

Menimbang :

Mengingat

MERANTI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Desa tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2019 tentang Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4968);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



10.

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah Dbeberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Negeri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala
Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
DESA

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Desa (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 huruf k dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah dan/atau
pernah menikah;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama
atau sederajat;

e. bukan sebagai perangkat Desa;

f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;

h. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari
dokter Pemerintah;

i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah;

j. Berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari
kepolisian;

k. dihapus;
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bertempat tinggal di wilayah pemilihan.



2. Diantara Pasal 66 dan 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

(1) Anggota BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui
pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan tekni, dan kunjungan
lapangan yang dilakukan di dalam negeri dan penghargaaan dari
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, bagi pimpinan dan anggota BPD
yang prestasi.

(2) Hapus.

(3) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1)
bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
e. Sumber lain yang sah tidak mengikat.

3. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang
memenuhi persyaratan umum dan persyaratan Khusus.

(2) Persyaratan umum sebagai dmaksud pada Ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;

b. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42
(empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan

c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan tanda
penduduk;

b. surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterei;

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila,
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Eka yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterei cukup;

d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwewenang atau surat
pernyataan dari pejabat berwewenang;

e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;



f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas
kesehatan yang berwenang; dan

g. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi
perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persayaratan
yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai
sosial budaya masyarakat setempat.

(5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
lebih lanjut oleh Kepala Desa.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 September 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,
TTD
MUHAMMAD ADIL
Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI PROVINSI RIAU NOMOR : (12.46.C/2022)



